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PIMPINAN DPRK ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ENGANGKATAN WAKIL KETUA
KABUPATEN ACEH TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

oa.

1.

KABUPATEN ACEH TIMUR,

bahwa sesuai surat Dewan Pimpinan Daerah Partai
Nasdem Kabupaten Aceh Timur Nomor: 038-SE.2/
DPD-Nasdem/Aceh Timur/111/2023 tanggal 06 Maret 2023
perihal Perubahan Wakil Ketua DPRK Aceh Timur Periode
Sisa Masa Jabatan 2019-2024 dari Partai Nasdem Saudara
Muhammad Adam S.Sos.I digantikan oleh Saudara Tarmizi
Daud,;

bahwa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan
Kota, disebutkan bahwa pimpinan DPRD diberhentikan
sebagai pimpinan DPRD dalam hal partai politik yang
bersangkutan  mengusulkan pemberhentian  yang
bersangkutan sebagai pimpinan DPRD sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang - undangan,
pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat
paripurna, dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota
menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian
pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Tentang
Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua
DPRK Aceh Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024
dari Partai Nasdem,;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tent:'mg
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 1103);



3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Unda{lg-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2008 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6396);

. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaiman telah diubah dengan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6832);
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KESATU
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4711);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur
(Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 54.b);

13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Timur Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

: Mengusulkan Pemberhentian dengan hormat saudara

Muhammad Adam S.Sos. sebagai Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.

: Mengusulkan Pengangkatan Saudara Tarmizi Daud sebagai

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur
Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Nasdem.

: Menyampaikan keputusan ini kepada Gubernur Aceh melalui

Bupati Aceh Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.

Ditetapkandi [D]I
16  Juni 2023 M

Pada tanggal
27 Dzulga’dah 1444 H

KETUA DEWAN\PERWAKILAN RAKYATQ
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